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ABSTRAK

PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA DESA MANDIRI
(Studi Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran)

Oleh

HAYATAMI

Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten kedua yang memiliki Desa Mandiri
terbanyak di Provinsi Lampung. Terdapat dua Desa Mandiri yang berada pada
satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Way Ratai. Bersamaan dengan status desa
yang mandiri, kedua desa dipimpin oleh kepala desa yang berberda masa
kepemimpinan. Desa Wates Way Ratai dipimpin oleh seorang kepala desa yang
baru satu periode, sedangkan Desa Gunung Rejo dipimpin oleh kepala desa sudah
dua periode. Secara pengalaman mengelola pemerintahan tentu kedua desa akan
berbeda pada proses pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Desa Mandiri oleh
Pemerintah Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo. Metode penelitian ini
menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melibatkan
aparatur desa dan tokoh-tokoh terkait di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa proses Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Desa Wates Way Ratai
dan Desa Gunung Rejo sudah terlaksana. Pelaksanaan Prinsip Good Governance
pada prinsip partisipasi di Desa Wates Way Ratai lebih unggul di sektor pasar
desa dimana hasil pasar desa menyumbang lebih banyak untuk Pendapatan Asli
Desa.

Kata Kunci : Indeks Desa Membangun, Prinsip Good Governance.



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN
MANDIRI VILLAGE (A Study of Wates Way Ratai Village and Gunung
Rejo Village, Way Ratai District, Pesawaran Regency)

By

HAYATAMI

Pesawaran Regency is a regency with the second most autonomous villages in
Lampung Province. Two autonomous villages are located in the same district,
namely Way Ratai District. Along with their status as autonomous villages, the
two villages are led by village heads who serve from different periods. Wates
Way Ratai Village has been led by its village head for only one period, whereas
Gunung Rejo Village has been led for two periods. Naturally, based on each
experience of managing the government, the two villages' implementation
processes will differ. The purpose of this study was to ascertain the extent to
which the Government of Wates Way Ratai Village and Gunung Rejo Village
adheres to Good Governance Principles in autonomous Villages. This study
employed a descriptive research design with a qualitative approach, involving
village officials and other village figures. The findings of this study indicate that
the process of implementing the Good Governance Principles has been completed
in Wates Way Ratai and Gunung Rejo villages. Wates Way Ratai Village's
implementation of Good Governance Principles is superior in the village market
sector, where village market results contribute more to Village Original Income.

Keywords: Indeks Desa Membangun (Village Development Index), Good
Governance Principles
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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :
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Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan
gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak
lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan
dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar
pustaka.

. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat

penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2021
Yang Membuat Pe j aan

<CA4AJX338 e [
Hayatami
NPM. 1716021053




RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Hayatami, tempat
tanggal lahir Pekon Doh pada 01 Februari 1999 tepatnya
Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Penulis
merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari
pasangan bapak Sep Hendra dan Ibu Hikmawana.
Memiliki seorang adik laki-laki bernama Khoirussalam

dan adik perempuan bernama Wanseha Maulia.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2005-
2011 di sekolah dasar (SD) Negeri 1 Putih Doh. Setelah lulus SD penulis
menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cukuh Balak
Tahun 2011-2014. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Cukuh Balak Tahun 2014-2017. Disamping itu penulis juga menempuh
pendidikan non formal di TPA Al- Anwar Tahun 2005-2011 dan Pondok
Pesantren Al-Khoiriah Tahun 2011-2017 di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten
Tanggamus. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan
Tinggi Negeri Universitas Lampung dengan jalur Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada jurusan Iimu
Pemerintahan FISIP-UNILA Tahun 2017.

Selama Penulis melaksanakan studi pada Jurusan llmu Pemerintahan FISIP-
UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi
menunjang kapasitas diri penulis. Tahun 2017-2018 penulis terdaftar sebagai
anggota biasa LSSP Cendekia dan Staf Kementerian Kapolhum BEM U KBM
UNILA. Pada tahun 2018-2019 penulis diamanahkan sebagai Sekretaris Biro
HMJ llmu pemerintahan FISIP-UNILA, di tahun 2019 penulis diutus sebagai
delegasi Polgov Days yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Politik dan
Pemerintahan FISIPOL UGM.

Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Tahun 2020

selama 40 hari yang dilaksanakan di Kantor KPU Pesawaran. Sebagai Tri Dharma



Perguruan Tinggi, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara
mandiri dan berkelompok dikarenakan Pandemi Covid -19. Secara Kelompok
penulis laksanakan sesuai dengan penempatan dari BP-KKN UNILA di Desa
Antar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, dan secara mandiri penulis
laksanakan di kampung halaman tepatnya di Desa Pekon Pekon Doh Kecamatan
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan berkolaborasi dengan Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dari Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan

Ekonomi.

Karir di dunia kemahasiswaan penulis dilanjutkan sebagai Ketua Komisi Il
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2021. Selain di
internal kampus penulis juga menjalani aktivitas organisasi di lembaga eksternal
kampus. pada tahun 2017 penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah
melaksanakan Latihan Kader | (Basic Training) HMI Komisariat Sosial Politik
Unila. Tahun 2019 penulis mendapatkan amanah sebagai Departemen Pendidikan
dan Latihan dari Bidang Pembinaan, Penelitian, dan Pengembangan Anggota
(Bidang PPPA) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada tahun 2021 penulis
dilanjutkan dengan diberi amanah sebagai Ketua Bidang Pembinaan, Penelitian,
dan Pengembangan Anggota (Bidang PPPA) HMI Komisariat Sosial Politik
Unila. Diakhir perkuliahan penulis menyibukkan diri untuk meningkatkan
kapasitas diri dengan mengikuti jenjang training formal HMI Latihan Kader 1l
(Intermediate Training Pada tahun 2020 di HMI Cabang Palembang, kemudian
mengikuti jenjang training infromal Training Of Trainer (TOT) HMI Cabang
Bandar Lampung pada tahun 2021.

Demikian sekelumit aktivitas sejak rentang tahun 2017 hingga 2021. Seluruh
aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana
pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayan diri. Obat yang selalu
berharap penulis dalam berbagai aktivitas adalah untuk mendukung perolehan
pengembangan kapastitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi
Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban diri penulis sebagai

insan akademis, pencipta, dan pengabdi.
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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orangyang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(QS. Al-Mujadillah : 11)

Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi
manusia lainnya(HR. Ahmad Thabrani, Daruqutni)

Hidup yang tak dipertaruhkan tak dapat
dimenangkan(Sutan Sjahrir)

Yakinkan dengan Iman, Sempurnakan dengan lImu, Sampaikan
dengan Amal. Yakin Usaha Sampai

Membahagiakan orang lain itu mudah, menyakiti orang lain lebih mudah, yang
paling susah adalah menepati janji. (Hollywood).

Teruslah berbuat baik meskipun kita bukan orang baik, tanam asas
kebermanfaatan sebagai saham sosial (Hayatami)
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SANWACANA

Bismillaahirronmaanirrohim.

Syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha
pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta
hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini yang berjudul "Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Desa Mandiri
(Studi Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai

Kabupaten Pesawaran)"

Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW
sang revolusioner sejati yang telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan
menjadi alam yang terang benderang bahkan sampai pada era revolusi 4.0, sang

pemberi suri tauladan bagi ummat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana llmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih
banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan
kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi
ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara
lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini
mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggan bagi
penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya
kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi

ini, diantaranya :

1. Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu



khilaf terhadap segala nikmatMu. Terimakasih atas segala limpahan nikmat
sehat, nikmat iman dan nikmat islam yang selalu tercurah dalamsetiap proses

hidup yang hamba jalani.

. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu

Politik Universitas Lampung.

. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas Lampung. Sekaligus senior
di rumah juang tondano 35. Terimakasih atas diskusi-diskusinya pak, ilmunya
sangat membantu untuk menambah wawasan sebagai peningkatan kapasitas
diri. Semoga setiap langkah selalau dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan di

lancarkan dalam mengemban amanah. Aamiin.

. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan
Keuangan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

. Bapak Dr. Roby Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lampung sekaligus dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas
ilmunya yang diberikan selama menempuh perkuliahan, semoga bapak selalu
dalam lindungan Allah Swt dan dilancarkan dalam mengemban amanah hingga
selesai jabatan. Aamiin.

. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Illmu
Pemerintahan. Terimakasih atas bantuannya selama menempuh perkuliahan,
dan terkhusus bantuan penyelesaian persoalan akademik. Semoga Allah SWT
selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu di berikan
kesehatan, selamat meneruskan kepemimpinan di Jurusan semoga dapat
membawa Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi nomer satu sesuai jargon Kita,

Fisip Bersatu, Pemerintahan Nomor 1.

. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

sekaligus senior dari rumah Tondano 35. Terimkasih atas bantuannya selama



dikampus menyelesaikan persoalan kehidupan kemahasiswaan, sekaligus
pembelajaran dan diskusi sebagai penambah kapasitas diri. Sehat selalu bang,
semoga keinginan melanjutkan jenjang pendidikan dilancarkan oleh Allah Swit.

Aamiin Allohumma Aamiin. Yakusa.

8. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
Terimakasih atas masukan-masukan yang telah bapak diberikan kepada

penulis.

9. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing utama
penulis yang telah banyak membantu selama proses bimbingan skripsi dari
awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan waktu
luangnya. Memberikan saran dan masukan demi keberhasilan penyelesaian
skripsi dengan baik, selalu mengingtkan harus mengimbangi dunia organisasi
dengan akademik, selalu mengingatkan segera selesaikan skripsi sebagai
bentuk tanggung jawab dengan diri dan orang tua. Terima kasih sebanyak-
banyaknya, semoga bapak selalu sehat, setiap langkah selalu dalam lindungan
Allah Swt.

10.Almarhum Bapak Syafarudin, S.Sos, M.A. Selaku pembimbing Pembantu
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Allohummaa Ammin
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Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan disetiap

langkah Bapak.
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Agus, Pak Ismono, Pak Roby, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Bu
Ari, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Lilih, Bu Tabah, Bu Dwi Wahyu, Pak Darma,



Pak Denden, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Harjo, Pak Budi Kurniawan,
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bapak dan ibu. Aamiin Allohummaa Aamiin.

15.Kedua adikku Khoirussalam dan Wanseha Maulia. Terimakasih atas
kepercayaan kalian berdua. Salam yang semangat kuliahnya, Seha yang rajin
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Kintan Dwi Sriwahyuni. Terimkasih selalu ada memberikan masukan dan
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri
dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/ wilayah provinsi
terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam setiap
daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut
desa. Oleh karena itu Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah
pemerintah kabupaten/kota ( Hanif Nurcholis, 2011 : 1).

Posisi pemerintah desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan
otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No0.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut UU ini berhenti
pada level pemerintah kabupaten/kota, dan memposisikan Pemerintah Desa
sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tersurat pada
pasal 200 ayat (1) yang berbunyi :
“Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dapat dibentuk
Pemerintah Desa “ .
Sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota, dapat
diartikan bahwa pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintah

kabupaten/kota.

Desa merupakan wilayah yang paling kecil dari bentuk pemerintahan yang
ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan
dipimpin oleh kepala desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus



kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1).

Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri, termasuk
bidang sosial, politik dan ekonomi. Adanya kemandirian desa diharapkan
akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial
dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang
dimiliki oleh daerah provinsi ataupun daerah kabupaten dan daerah kota.
Otonomi yang dimiliki oleh desa berdasarkan asal usul dan adat-istiadatnya,

bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat penting

diundangkan karena untuk:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluru
rakyat Indonesia;

3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.

8. Mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial

9. Sebagai bagian dari ketahanan nasional;

10. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan

11. Pembangunan nasional; dan

12. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki visi yaitu mewujudkan desa
yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan
penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat desa. (Sumber : Buku Saku, Tanya Jawab Seputar Undang
Undang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia. 2015 him 4).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menandai
babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, desa menjadi
titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. Selain itu juga memberikan
harapan sekaligus tantangan baru bagi desa. Pada undang-undang tersebut
pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang
secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan
desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu

melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Pembangunan di desa sangatlah penting, sebab mayoritas warga negara
Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan Buku Induk Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Kecamatan Seluruh Indonesia Tahun 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) jumlah desa sebanyak 74.957 dan wilayah kelurahan sebanyak
8.490 (Kemendagri, 2019).

Di sisi lain, jumlah desa di Indonesia yang banyak berdampak pada tingkat
kemiskinan yang tinggi di wilayah pedesaan. Sangat penting untuk
mengembangankan wilayah pedesaan menjadi lebih maju dengan berupaya
menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa agar dapat
dikembangkan dan berfungsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Melalui Indeks Desa Membangun atau disebut dengan IDM melalui
Kementerian Desa melakukan penilaian terhadap kemajuan setiap

pembangunan desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) berfungsi sebagai Peta Pengembangan

Pembangunan yang ada di desa. Dijelaskan dalam Pasal 3 Permen No. 2



Tahun 2016 bahwa IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks
Ketahanan Sosial (IKS); Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks
Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan beberapa indikator masing-
masing indeks dan pengukuran lapangan dan kebutuhan menghasilkan status
kemajuan dan kemandirian desa.  Berdasarkan status kemajuan dan
kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDM dapat diklasifikasi Status
Desa ada 5 (lima) yaitu mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat
tertinggal (Pasal 5, Permen No 2 Tahun 2016)

Hadirnya Indeks Desa Membangun (IDM) diharapkan dapat menjadi tatanan
pemacu dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan. Indeks Desa
Membangun (IDM) tidak akan tercapai begitu saja tanpa pelaksanaan prinsip
good governance yang berjalan secara sinergis antara pemerintah desa dan

warga masyarakatnya dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

Pada proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah
bahkan di pemerintahan desa tidak terlepas dari manajemen pengelolaan
pemerintahan. Hal ini menujukkan bahwa pelaksanaan prinsip good
governance sangat penting di realisasikan secara baik dan tersusun.

Tata kelola pemerintah (governance) atau yang dikenal dengan istilah tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hubungan
antara pemerintah dengan siapa yang diperintah yakni masyarakat.
pemerintahan desa diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan
prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntailitas, pelayanan prima,
demokrasi, efesiensi, efektifitaas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh

seluruh elemen masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Usaha mewujudkan good governance, etika politik dan pemerintahan harus
dapat melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia serta hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara. Cita — cita luhur
bangsa yang sebagai mana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni

mewujudkan Indonesia yang merdeka, besatu, berdaulat, adil dan makmur



merupkan tujuan nasioanal yang harus dicapai melalui penyelenggaran

bernegera.

Ada 10 prinsip atau karakteristik pemerintahan yang baik (good governance)
menurut  UNDP dalam Sedarmayanti (2007:2) meliputi : partisipasi,
penegakan hukum (rule of law), transparansi, responsif, orientasi
kesepakatan, kridibelitas, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan

visi strategis.

Pemerintahan desa dapat dikatakan baik jika penyelenggaraannya
berdasarkan atas partisipasai msayarakat, tanggap terhadap semua aspirasi
yang disampaikan oleh masyarakatnya, bertanggung jawab kepada
masyarakat sebagai sumber sasaran pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat. Pada proses penyelengaraan tersebut tidak terlepas dari
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

Kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 kecamatan dan 144 desa yang terbagi
beberapa klasifikasi desa diantaranya 6 desa mandiri, 12 desa maju, 123 desa
berkembang, 3 desa tertinggal dan O desa sangat tertinggal. Kabupaten
Pesawaran merupakan kabupaten yang mempunyai desa mandiri terbanyak
kedua setelah Kabupaten Lampung Barat. Desa mandiri di Kabupaten
Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Desa Mandiri di Kabupaten Pesawaran

No. Kecamatan Desa Status Desa
1. | Teluk Pandan Hanura Mandiri
2. | Padang Cermin Padang Cermin Mandiri
3. | Gedong Tataan Sukaraja Mandiri
4. | Negeri Katon Roworejo Mandiri
5. | Way Ratai Wates Way Ratai Mandiri
6. | Way Ratai Gunung Rejo Mandiri

(Sumber : SK 303 IDM Tahun 2020 diakses melalui idm.kemendes.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Way Ratai
memiliki dua desa mandiri dalam satu kecamatan di banding dengan
kecamatan lainnya. Selain itu juga salah satu desa di Kecamatan Way Ratai

ini terpilih menjadi desa perwakilan Provinsi Lampung untuk lomba desa



tingkat nasional dan juga menjadi desa pengelola BUMDes terbaik di
Kabupaten Pesawaran.

Desa Wates Way Ratai dipimpin oleh kepala desa bernama Andes Irawan
yang terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2017. Di bawah kememimpinan
Andes Irawan penyelenggaraan pemerintah desa berkembang dengan pesat,
hal ini terlihat dengan adanya prestasi-prestasi yang ditorehkan dari lomba
tingkat kecamatan bahkan sampai ditingkat nasional.

Pada tahun 2019 Desa Wates Way Ratai menjuarai Lomba Desa Tingkat
Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran
Nomor : 150/1V.15/HK/2019 tentang Penetenapan Pemenang Lomba Desa
Tingkat Kabupaten Tahun 2019 dengan nilai — nilai sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penetapan Nilai Pemenang Lomba

Bidang Bidang Bidang Nilai Nilai
Pemerintah | Kewilayahan | Kemasyarakata | Klarifikasi | Pemaparan
an n
218 97 202 517 255

Keterangan : Desa Cepat Berkembang

(Sumber:https://inovasidesa.pesawarankab.go.id/index.php/2019/04/02/wates

-way-ratai-huara-i-lomba-desa-tingkat-kabupaten/.

Selain itu, prestasi yang diraih oleh Desa Wates Way Ratai diantaranya :

1. Desa terbaik Se-Provinsi Lampung Tahun 2019 berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/396/V.12/HK/2019 tanggal
29 Mei 2019 dan mewakili Lampung Lomba Desa Tingkat Nasional.

2. Desa Wates Way Ratai Terpilih sebagai Duta perwakilan Lomba
BUMDes dan BBGRM Tingkat Provinsi Lampung.
(Sumber:https://dutalampung.com/desa-wates-way-ratai-dan-
pesawaran-indah-wakili-lomba-bumdes-dan-bbgm-tingkat-provinsi-

lampung/).

Wawancara pra riset yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa, Desa
Wates Way Ratai ternyata merupakan desa induk di Kecamatan Way Ratai.

Meski demikian, Desa Wates Way Ratai sempat tertinggal jauh dengan desa-



desa lainnya yang ada di Kecamatan Way Ratai. Pada masa pemerintahan
Andes Irawan Desa Wates Way Ratai berkembang terus sehingga sampai
menjadi desa mandiri saat ini, terlihat dari Indeks Desa Membangun (IDM)

yang dicapai.

Berikut tabel Indeks Desa Membangun Desa Wates Way Ratai :
Tabel 1.3 Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wates Way Ratai

IKS IKE IKL NILAIIDM | STATUS IDM
0,9371 0,8500 0,9333 0,9068 MANDIRI
Sumber : SK 303 IDM Tahun 2020 diakses melalui idm.kemendes.go.id

Dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) skor yang dicapai saat ini
melampaui indikator dari batas minimum kategori desa mandiri. Indeks
Ketahanan Sosial dengan skor 0,9361,Indeks Ketahanan ekonomi dengan

skor 0,8500, Indeks Ketahanan Lingkungan dengan skor 0,9333.

Selain itu, desa mandiri yang ada di Kecamatan Way Ratai lainnya yaitu Desa
Gunung Rejo yang terkenal dengan Air Terjun Anglo. Desa Gunung Rejo
dipimpin oleh kepala desa bernama Suranto, kemandirian Desa Gunung Rejo
dapat dilihat dari beberapa aspek yang terukur dalam Indeks Desa
Membangun (IDM) dalam tabel berikut :

Tabel 1.4 Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Gunung Rejo

IKS IKE IKL NILAI IDM STATUS IDM
0,9200 0,5833 1,0000 0,8344 MANDIRI
Sumber : SK 303 IDM Tahun 2020 diakses melalui idm.kemendes.go.id

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa dari ketiga Indeks Desa
Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Gunung Rejo lebih
rendah dari Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Wates Way Ratai. Ketahanan
dalam bidang ekonomi ini merupakan bidang penting dalam menopang
kesejahteraan hidup masyarakat khususnya untuk pelakanaan pembangunan
desa. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dua
desa mandiri tersebut. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi dari proses



penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip-prinsip good

governance.

Berdasarkan uraian dari dua desa mandiri ini, peneliti akan melihat
bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip-prinsip good
governance sehingga dua desa tersebut terus berkembang sampai meraih pada

tingkat status kemandirian desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah :

Bagaimana Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Desa Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Desa Mandiri

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-
teori tentang Prinsip-prinsip Good Governance.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat sehingga tercipta kerja
sama dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip good governance di Desa
Wates Way Ratai dab Desa Gunung Rejo serta dapat menginovasi dan

memanfaatkan potensi-potensi yang ada.



1.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kajian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa

penelitian terdahulu, yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.

Nama
Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

1.

Rizki
Hendarji
Putra (2019)

Strategi Pemerintah
Desa Dalam
Meningkatkan Status
Desa Menuju Desa
Mandiri (Desa Hanura
Kecamatan Teluk
Pandan Kabupaten
Pesawaran)

Hasil dari penelitian ini diperoleh
hasil bahwa desa Hanura Menjadi
Desa Mandiri dengan menerapkan
Strategi Pemerintah Desa sebagai
berikut : 1). Strategi organisasi
dalam perumusan visi misi serta
tujuan organisasi, 2). Strategi
program untuk memenubhi
kebutuhan masyarakat dan
mengentaskan masalah yang
implikasi nya dapat dirasakan
masyarakat, 3). Strategi
pendukung sumber daya sebagai
faktor pendukung keberhasilan
program, serta; 4). Strategi
kelembagaan dalam meningkatkan
kemampuan Pemerintah Desa
untuk melaksanakan inisiatif
strategi yang telah dirancang.
Strategi-strategi yang dijalankan
tersebut berorientasi pada
peningkatan indeks ketahanan
sosial, indeks ketahanan ekonomi
dan indeks ketahanan lingkungan
dalam Indeks Desa Membangun.

Indra
Bangsawan
(2017)

Analisis Faktor-faktor
Perkembangan Desa
dan Strategi Menuju
Desa Mandiri (studi :

Hasil dari penelitian ini adalah
menunjukkan bahwa Faktor-faktor
yang membuat Desa Sungai
Langka ini berkembang antara lain
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Desa Sungai Langka
Kecamatan Gedong
Tataan Kabupaten
Pesawaran

: Pertama, adanya prakarsa atau
keinginan untuk maju dari
masyarakat itu sendiri. Kedua,
masyarakat yang memiliki
kapasitas atau kemampuan.
Ketiga, Kepala Desa yang mampu
mengorganisir masyarakatnya.

3. Multazam
Fadli
Masruhin,
A.Kholiq
Azhari,
Boedijono
(2015)

Gaya Kepemimpinan
Kepala Desa Dalam
Penyelenggaraan
Pembangunan (Studi :
Gaya Kepemimpinan
di Desa Maron Kulon
Kecamatan Maron
Kabupaten
Probolinggo)

Berdasarkan hasil penelitian,
pengambilan keputusan yang
mencerminkan gaya
kepemimpinan demokrasi Desa
Maron Kulon, Kecamatan Maron,
Kabupaten Probolinggo dapat
dilihat sebagai berikut
:1)Memimpin penyelenggaraan
pemerintah desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan
bersama BPD, 2) Dalam
Mengajukan Rancangan Desa, 3)
Menetapkan Peraturan Desa, 4)
Menyusun dan mengajukan
rancangan peraturan desa
mengenai APBDes.

4, Suhardi 2016

Tata Kelola
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
studi di Pemerintahan
Desa Majannan
Kecamatan Parigi
Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian
suhardi maka didapatkan hasil
bahwa untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik dalam hal
ini pada Tata Kelola
Penyelenggaraan Pemerintah desa
pada penerapan dan faktor-faktor
terbitnya UU No.6 Tahun 2014
ada 10 prinsip yang harus
diterapkan, empat diantaranya
yaitu 1. Pengawasan 2. Daya
Tanggap 3.Transparansi 4.
Partisipasi.

5. Eka
Setyowati
2019

(Tata Kelola
Pemerintahan Desa
Pada Perbedaan
Indeks Desa
Membangun (IDM) :

studi tiga desa di
Kabupaten Malang

Hasil dari penelitian ini bahwa
Desa Tumpang yang memiliki
karakteristik desa mandiri secara
indeks desa membangun ditinjau
dari segi faktor tata kelola
pemerintahan memiliki kontribusi
yang besar di bidang
pemerintahan, masyarakat yang
lebih partisipatif dalam kegiatan
desa dibandingkan dengan dua
Desa yaitu Malangsuko dan
Pulungdowo yang memiliki Indeks
Desa Membangun (IDM) yang
lebih rendah.

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2021
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Beda dari penelitian terdahulu di atas dengan apa yang akan peneliti teliti
terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti kali ini akan melirik dua
desa yang berstatus mandiri, kemudian dari dua desa ini akan dilihat pada
pelaksanaan prinsip good governance, sedangkan penelitian terdahulu di atas
hanya meneliti pada satu desa dan fokus yang dipakai hanya salah satu dari
tata kelola pemerintahan atau gaya kepemimpinan kepala desa, faktor-faktor
yang mempengaruhi perekembangan desa, serta strategi pemerintah desa

dalam meningkatkan status desa menjadi desa mandiri.

Klasifikasi dan Status Desa

Desa atau sebutan nama lain, menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014
tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut Widjaja (2003:3) adalah suatu kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat
istimewa. Landasan  pemikiran  mengenai  pemerintahan  adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik itu hukum publik
maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta
dapat dituntut dan menuntut pengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan
berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah,

pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Desa atau sebutan nama lain ada sebelum Negara Kesatuan Republik
Indonesia terbentuk. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang
Desa atau yang lebih dikenal dengan UU Desa disebutkan sebagai bukti
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keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa :

“Dalam teritori Negara Indoensia terdapat lebih kurang 250
“Zelfbesturende landschappen” dan “ Volksgmeenschappen”,
seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan
marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap
sebagai daerah yang bersifat istemewa, Negara Republik Indonesia
menghormati kedudukan daerah-daerah istemewa tersebut dan
segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan
mengikuti hak-hak asal usul daerah tersebut”

Oleh sebab itu, keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan

keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang
dalam berbagai bentuk, sehingga harus diberdayakan agar dapat menjadi kuat,
maju dan mandiri sehingga dapat menjalankan pelaksaanaan pemerintahan
dan pembangunan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat yang adil, makur,
dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah telah mengamanahkan secara tegas bahwa daerah
diberi kewenangan secara luas dan otonom oleh Pemerintahan Pusat dalam
mengatur dan melaksanakan pemerintahan di daerahnya untuk meningkatkan
pelayanan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan di semua bidang.

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar yang merupakan
perpanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat. Desa memiliki hak otonom
untuk mengatur dan mengurusi pemerintahannya. Oleh karena berada pada
tingkat yang paling dasar desa menjadi subsistem yang berhubungan langsung
dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan dekat dengan
masyarakat. Selain itu,desa memiliki wewenang untuk mengatur dan
mengurusi pemerintahannya. Oleh karena itu, desa diharapkan dapat menjadi
ujung tombak dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat yang
berdasarkan aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat, serta bertanggung

jawab atas semua pelaksaan pembangunan tersebut.



13

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di pasal 6 desa di bedakan

menjadi desa dan desa adat, sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa No 2

Tahun 2016 desa di klasifikasi menjadi beberapa jenis berdasarkan Indeks

Desa Membangun (IDM) yaitu :

a)

Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang
memiliki  kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan
ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri memiliki Indeks
Desa Membangun (IDM) lebih besar (>) dari 0,8155.

b) Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah desa yang

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta
kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju
memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (<) 0,8155
dan lebih besar (>) dari 0,7072.

Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah desa potensial
menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi,
dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
kemiskinan. Desa Berkembang memiliki Indeks Desa Membangun kurang
dan sama dengan (<) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,59809.

d) Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah desa yang

e)

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum,
atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal memiliki Indeks Desa
Membangun kurang dan sama dengan (<) 0,5989 dan lebih besar (>) dari
0,4907.

Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah desa yang
mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi,

dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi
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sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan
dalam berbagai bentuknya. Desa sangat tertinggal memiliki Indeks Desa
Membangun kurang dan lebih kecil (<) dari 0,4907.,7072.

Pembagian klasifikasi ke dalam 5 jenis tersebut untuk menajamkan penetapan
status perkembangan desa dan sekaligus sebagai rekomendasi intevensi
kebijakan yang nantinya di perlukan. Penanganan dari masing-masing status
desa tentu akan berbeda-beda dilihat apa yang diperlukan dan apa yang musti
di tingkatkan.

Penanganan desa sangat tertinggal dengan desa tertinggal pasti akan sangat
berbeda, pemerintah desa harus melihat situasi dan kondisi masing-masing
desa serta peluang dan strategi masing-masing dalam upaya meningkatkan
status desa agar menjadi desa berkembang. Desa yang ditetapkan status
sangat tertinggal biasanya masih mengalami ketahanan ekonomi yang masih

rendah, bahkan dalam segi pendidikan pun akan terbilang cukup rendah.

Desa tertinggal jika masih dalam kerentanan ekonomi, bencana alam atau
bahkan terjadi konflik sosial yang kemudian masalah-masalah ini terus terjadi
secara berkepanjangan maka bukan hal yang tidak mungkin kalau desa
tertinggal ini akan diturunkan statusnya menjadi sangat tertinggal.

Sementara itu jika kemampuan desa berkembang mampu mengelola sumber
daya dengan baik, dan memanfaatkan potensi-potensi dan terus berinovasi
maka akan mendukung gerak gerak desa berkembang ini ke arah status desa
maju. Kemudian jika terus mampu mempertahankan serta meningkatkan
ketahanan ekonomi, ketahanan sosial serta lingkungan ke arah lebih baik

maka akan membawa desa tersebut menuju desa mandiri.
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2.3 Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan memperhatikan ketersediaan
data yang bersumber dari Potensi Desa (Podes), yang diterbitkan oleh Badan
Pusat Statistik. IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi
sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap
variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Prosedur untuk
menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Setiap indikator memiliki skor antara O s.d. 5, semakin tinggi skor
mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya skor untuk indikator akses
terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik <= 3
Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10
Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses
yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.

2. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga
menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari
indikator :

a. Waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit,
b. Ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain,
c. Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu,
d. Tingkat aktivitas posyandu dan
e. Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor
variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :
Indeks Variabel : X Indikator X
Nilai Maksimum (X)

3. Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan

Indeks Desa Membangun (IDM).
IDM=1/3 (IS+IEK +IL)
Keterangan :

IDM : Indeks Desa Membangun
IS : Indeks Sosial
IEK : Indeks Ekonomi
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IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)

4. Untuk menetapkan status setiap desa dilakukan klasifikasi dengan
menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum.
Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap desa, sehingga
ditetapkan lima klasifikasi status desa. Tabel berikut ini berupaya
menyajikan klasifikasi desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM).

Berikut Tabel Klasifikasi Desa Berdasakan Indeks Desa Membangun :
Tabel 2.2 Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No Status Desa Nilai Batas
1 | Sangat Tertingal <0,491

2 | Tertinggal > 0,491 Dan < 0,599
3 Berkembang > 0,599 Dan < 0,707
4 Maju >(,707dan < 0,815

5 Mandiri > 0,815

Sumber : Permen No 2 Tahun 2016 diolah oleh peneliti Tahun 2021

Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

Menurut (Sedarmayanti, 2007) tata kelola pemerintahan atau dalam bahasa
Inggris "governance™ yaitu : the act, fact, manner of governing” berarti
tindakan, fakta, pola, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut
(Sedarmayanti, 2007) yang mengutip dari United Nation Development
Programs (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "governance
for sustainable human development, mendefinisikan tata kelola pemerintahan
(governance) adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi,
politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap
tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam

masyarakat.
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Sebagaimana dikemukakan oleh (Koiman, 2009) bahwa governance
merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan
masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan

masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Tata kelola pemerintahan (governance) merupakan terminologi yang
digunakan menggantikan istilah government, menunjukkan penggunaan
otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah
kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan
pemerintah dari pemberi pelayanan kepada fasilitator, dan perubahan
kepemilikan dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian utama

governance adalah perbaikan Kinerja atau perbaikan kualitas.

Menurut (Miftah Toha, 2003) istilah "governance™ menunjukkan suatu proses
di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber
sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi
juga menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan rakyatnya.
Berdasarkan istilah tersebut jelas sekali bahwa pemerintah berkemampuan
untuk mencapai tujuan tujuan pembangunan bergantung pada kualitas
kepemerintahannya di mana pemerintah melakukan interaksi dengan

masyarakat dalam berbagai bidang. (Koiman, 2009).

Lembaga Administrasi Negara (2000 : 6) Good governance diartikan sebagai
hubungan pemrintah dengan masyarakat yang dilayani dan dilindungi.
Governance meliputi 3 domain yaitu state (Negara/pemerintahan), private
sector (sektor swasta/dunia usaha), society (masyarakat). Good governance
adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungg
jawab, efektif dan efesien serta selalu menjaga sinergitas interaktif yang

kontruktif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pada ruang lingkup desa, tata kelola pemerintah desa atau yang sering disebut
penyelengagraan pemerintah desa sejatinya secara pelaksanaan dan prinsip

tentu tidak akan jauh berbeda dengan pusat. Harapan dari sebuah reformasi
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tahun 1998 yang mencita-citakan good governance dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Terlebih desa merupakan bentuk terkecil dari
pelaksanaan pemerintahan dan sebagai tingkat dasar dalam proses

pembangunan.

2.4.1 Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut
Sedarmayanti (2007:2) yang mengutip dari UNDP (United Nation
Development Progamme) tahun 1997, prinsip-prinsip good governance

yaitu :

1) Partisipasi (Participation)
Semua warga berhak harus terlibat dalam pengambilan keputusan,
baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat secara
menyuruh  dibutuhkan  oleh  pemerintahan  desa  demi

keberlangsungan pembangunan di desa.

2) Penegakan Hukum (Rule of Law)
Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-
perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan
hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya
yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang
anarkis. Maka perlu dibuat sebuah peraturan desa karakter dalam
menegakkan rule of law. Sehubungan dengan hal tersebut, realitas
wujud good governance, harus diimbangi dengan komitmen
pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :
a) Supremasi hukum (the supremacy of law), yakni setiap tindakan
unsur-unsur  kekuasaan negara, dan peluang partisipasi
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan

pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas.



19

b) Kepastian hukum (legal certainty), bahwa setiap kehidupan
berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti,
tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan yang
lain.

¢) Hukum yang responsif; yakni aturan-aturan hukum disusun
berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasi
berbagai kebutuhan publik secara adil.

d) Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, yakni
penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang
bulu.

e) Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen dan
bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

3) Transparansi

Masalah yang paling riskan terjadi dalam penyelenggaraan

peemerintahan adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap

pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, prinsip

tranparansi  ini  harus dijalankan demi mencapai proses

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan profesional. Adanya
ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga
yang membutuhkan. Ada ketegasan antara rahasia negara dengan
informasi yang terbuka untuk publik.

Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus
dilakukan secara transparansi yaitu :

a. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan

b. Kekayaan pejabat publik

Pemberian penghargaan

o o

Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.
Kesehatan
Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.

Keamanan dan ketertiban

o «Q —H o

Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.
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Pada persoalan penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan
melalui mekanisme test and proper test (uji kelayakan) yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan bisa
dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen Seperti

komisi yudisial, komisi kepolisian, komis pajak, dan sebagainya.

4) Responsif (Responsiveness)
Pemerintah diharapkan harus peka terhadap semua keluhan -
keluhan yang ada di masyarakat dan tanggap dalam menyikapinya.

5) Orientasi Kesepakatan (Consencus Orientation)
Segala keputusan didasarkan atas musyawarah mufakat, dan
semaksimal mungkin dilakukan dan dilaksanakan secara
kesepakatan bersama. Asas konsensus adalah jika ada perbedaan
kepentingan yang mendasar pada sebuah masyarakat, harus
mengutamakan cara musyawarah atau dialog menjadi konsensus.
Cara pengambilan keputusan konsensus, selain dapat memuaskan
semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat
sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki
kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk

melaksanakan keputusan tersebut.

6) Kridibelitas (Credibility)
Dalam hal menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
maka dibutuhkan perilaku yang mencerminkan pemberian

informasi—informasi yang akurat.

7) Keadilan (Equity)
Salah satu dasar dalam lima dasar pedoman kehidupan berbangsa
dan bernegara adalah menjunjung tinggi keadilan, maka pemerintah

harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama.
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8) Efektifitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency)
Agar efektif dan efesien maka pemerintah sebisa mungkin membuat
dan merancang segala bentuk kebijakan berdasarkan apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat secara rasional dan terukur. Pemerintah
harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan,
kebijakan, dalam pengelolaan keuangan negara. Kiriteria efektivitas
biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau
seberapa besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok
dan lapisan sosial. Sedangkan, efisiensi umumnya diukur dengan
rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua
masyarakat. Semakin kecil biaya yang tercapai untuk kepentingan
terbesar, maka pemerintah tersebut dalam kategori pemerintahan
yang efisien.

9) Akuntabilitas (Accountability)
Pemberian  kepercayaan mandat sebagai pemimpin  suatu
pemerintahan harus mengurusi segala kegiatan pemerintahan, segala
kegiatan dipertanggung jawabkan mengenai semua kebijakan,
perbuatan, moral maupun sikap netralitasnya kepada masyarakat.

10) Visi Strategis (Syrategic Vision)
Segala bentuk kebijakan selalu didasarkan atas pandangan-
pandangan yang akan datang, agar pemerintahan berjalan secara

estafet atau berkelanjutan.

Unsur-unsur Tata Kelola Pemerintahan

Menurut  United Nations Development Programme (UNDP),
governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu : state
(negara), private sector (sektor swasta) dan civil society (masyarakat

madani). (Alfitra Salam, 2007).
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a) State (Negara)

Negara adalah organisasi kekuasaan yang didasarkan pada
kewenangan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu, serta memiliki
sekelompok orang yang mengakui dan taat pada kekuasaan yang
ada. Pada pengertian governance, kekuasaan diartikan secara luas
yang mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pembagian kekuasaan ini ditujukan untuk terciptanya pemerintahan
yang efektif dan efisien dengan mengandalkan mekanisme check

and balances.

Mekanisme check and balances tersebut berguna untuk mengontrol
antar kekuasaan yang ada dan guna menghindari pemerintahan
yang otoriter yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat
dalam penyediaan kebutuhan serta pelayanan publik. Pemerintah
memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik
dan hukum yang kondusif bagi terwujudnya good governance dan
memberikan peluang terbangunnya komponen lain dalam
governance yaitu dunia usaha dan masyarakat. Mengenai hal ini
negara berperan sebagai berikut : Menciptakan kondisi politik,
ekonomi, dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif
dan berkeadilan, menyediakan public service yang efektif dan
accountabli, menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup, dan

mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.
b) Private Sector (Sektor Swasta)

Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi aktivitas pasar dan sektor swasta untuk menciptakan
produksi barang dan jasa supaya kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi. Pemerintah dan sektor swasta memiliki korelasi yang
sangat erat dalam suatu bingkai kerja sama yang disebut "insentif
reward" yang bermanfaat secara ekonomis bagi individu dan

organisasi yang memiliki kinerja baik.
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Sektor swasta berperan sebagai berikut : Menjalankan industri,
menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan,
meningkatkan  standar  kehidupan  masyarakat, memelihara
lingkungan hidup, menaati peraturan, melakukan transfer ilmu
pengetahuan dan teknologi pada masyarakat, menyediakan kredit

bagi pengembangan.
c) Civiel Society (Masyarakat Madani)

Penyelenggaraan  pemerintahan  (governance) bukan hanya
bergantung pada negara yang mampu memerintah dan sektor swasta
yang mampu menyediakan pekerjaan atau penghasilan, melainkan
juga bergantung pada masyarakat sipil yang memfasilitasi interaksi
sosial dan politik, budaya serta yang memobilisasi berbagai
kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial,
politik dan ekonomi. Masyarakat madani berperan sebagai berikut :
Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, mempengaruhi
kebijakan, berfungsi sebagai sarana check and balances pemerintah,
mengawasi  penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah,
mengembangkan SDM, berfungsi sebagai sarana berkomunikasi

antar anggota masyarakat.

2.4.3 Faktor Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelengaraan

Pemerintahan Desa

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ditemukan sebuah faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan tata kelola
pemerintahan desa. Faktor ini sangat berpengaruh karena menentukan
berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan desa. faktor-faktor ini
ada dua jenis yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.



24

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip good

governance adalah :

1.

Kerjasama, Kerjama merupakan hal yang harus terbangun antara
pemerintah desa dan masyarakat, karena hal ini merupakan faktor
yang paling menentukam penerapan prinsip good governane.

. Komunikasi, Selain kerjasama, komunikasi juga merupakan hal

penting dalam menjalin kerjasama antara pemerintah desa dan
masyarakat desa dalam menjalankan prinsip-prinsip good

governance.

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-

prinsip good governance adalah :

1.

Partisipasi Masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi penting
dalam  keberlangsungan penerapan  prinsip-prinsip  good
governance. Akan tetapi jika parisipasi masyarakat pasif terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa maka akan menjadi
penghambat.

Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia yang mengelola
pemerintahan dan sumber daya mansia yang berpartisipasi harus
seimbang agar penerapan prinsip good governance berjalan
dengan baik. Jika sebuah desa ditopang dengan sumber daya yang
bagus maka akan menjamin keberlangsungan pemerintahan. Akan
tetapi, jika sebaliknya maka hanya akan menjadi penghambat.
Kedisiplinan, kedisiplinan merupakan sikap taat dan patuh baik
dalam segi pekerjaan maupun waktu, kedisiplinan juga menjadi
hal yang paling pokok dalam melaksanakan prinsip-prinsip good
governance, karena semua akan terasa percuma jika tidak di iringi

sikap disiplin.
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2.4.4 Konsep Pemerintahan Desa

a) Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 22. PP No0.43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa).

Menurut Kansil (2005 : 21) Pemerintahan adalah cara atau perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan
tujuan pemerintahannya. Dapat dikatakan pemerintahan merupakan
suatu proses dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh
pemerintah. Lebih singkatnya pemerintah merupakan
badan/lembaganya, sedangkan pemerintahan adalah  proses

penyelenggaraannya.

Pada tata kelola pemerintahan desa proses ini lebih dikenal dengan
penyelenggaraan desa, aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan
pemerintahan ini yakni pemerintah yang dalam hal ini kepala desa
sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pembuat kebijakan bersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa bertindak sebagai
lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai

lembaga legislatif di lingkup desa.

b) Pemerintah Desa
Pemerintah desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain
yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama
lain (pasal 25 UU Desa). Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala
desa dan dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat lainnya seperti
kepala urusan dan kepala seksi. Hingga pembantu kepala desa di

tingkat terkecil yakni ketua RT.
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Adanya otonom, desa diberi keluasan untuk mengurusi dan mengatur
rumah tangganya sendiri. Untuk mengatur dan mengurusi
pemerintahan ini, kepala desa membuat Peraturan Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tidak hanya sampai di
pembuatan peraturan, akan tetapi sampai pada tahap pelaksanaannya
serta dipertangggungjawabkan oleh kepala desa kepada masyarakat

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah
desa memiliki struktur-struktur yang melaksanakan sesuai dengan

proporsi kedudukannya, yang meliputi :
1. Kepala Desa

Kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam melaksanakan
pemerintahan desa bersama-sama perangkat desa lainnya.
Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa

lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh kepala desa.

Kepala desa menjalankan tugas, wewenang, hak dan
kewajibannya berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2914
tentang Desa dan mengacu pada PP No 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014.
Pemerintah desa menyelenggarakan urusan rumah tangganya
sendiri dan menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan

pmerintahan, peembangunan serta kemasyarakatan.

Kepala Desa memang memperoleh banyak penugasan dari
pemerintahan, tetapi harus ditegaskan bahwa ia bukan petugas
atau pesuruh pemerintah. Kepala desa adalah pemimpin
masyarakat, artinya kepala desa memperolen mandat dari rakyat,
yang harus mengakar dan dekat dengan masyarakat, sekaligus
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. (Sumber :

Buku Saku, Tanya Jawab Seputar Undang Undang Desa.
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia. 2015 him 52).

. Badan Persmusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawatan Desa berkedudukan sebagai lembaga
eksekutif di desa mempunyai tempat untuk menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyampaikan bahan
masukan bagi pengambilan keputusan kepala desa dan membina
hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan
Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan
menyepakati Rancangan Peratura Desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aaspirasi masyarakat desa dan

melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
. Sekretaris Desa

Sekretaris desa diangkat oleh kepala desa setelah di konsultasikan
dengan camat. Prinsip dasar UU Desa adalah tidak ada lagi
perangkat desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Berdasarkan hal ini merujuk pada ketentuan peralihan, pasal 18
ayat 6, yang menyatakan perangkat desa yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan tugasnya sampai
ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Prinsip dasarnya, cepat atau lambat, sekretaris desa
PNS sekarang akan ditarik dan ditempatkan oleh
Bupati/Walikota. Tetapi jika kepala desa menghendaki, maka dia
mempunyai hak untuk mengusulkan sekretaris desa PNS tersebut
tetap bertahan menjadi sekretaris desa kepada Bupati/Walikota..
(Sumber : Buku Saku, Tanya Jawab Seputar Undang Undang
Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia. 2015 him 57).
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4. Kepala Urusan (Kaur)
Kepala urusan (Kaur) sebagai pembantu sekretaris desa dalam
memberikan pelayanan kesekretariatan kepala kepala desa sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi kepala urusan
adalah melaksanakan kegiatan pencatatan, pengumpulan dan

pengolahan data sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Dusun (Kadus)
Untuk mempelancar penyelenggaraan pemerintahan desa pada
desa maka dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Kepala dusun
berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tugas kepala desa
wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pemerintahan desa dalam membantu kepala desa di

dalam wilayah kerjanya.

2.5 Pelaksanaan Prinsip Good Governance di Desa

Dalam melaksanakan prisnsip good governance pada tingkat desa, Pada
tingkat atau level desa, konsep good governance perlu disesuaikan, dalam
konteks desa ada isu-isu yang perlu diperhatikan. Pertama, isu democratic
governance yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat,
dikelola oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat.
Kedua, hubungan antara elemen governance di desa. Berdasarkan pada
prinsip-prinsip keseimbangan, kesejajaran, kepercayaan. Isu tersebut jika kita
satukan maka yang ingin kita wujudkan adalah tata pemerintahan yang baik
(good governance), ini bisa diwujudkan jika pemerintah desa dikelola secara
partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi dengan cara
memperluas proses musyawarah yang hasilnya digunakan sebagai aturan

main dan kebijakan dalam proses pengelolaan di desa.
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2.5.1 Partisipasi
Pengertian secara umum dari partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang
atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Bornby
(1974 mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil
bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari

kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster, 1976).

Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang

ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang

alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya

mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Sebagai suatu kegiatan, menurut Verhangen (dalam Totok Mardikanto

dan Poerwoko Soebiato (2013:81) menyatakan bahwa, partisipasi

merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komonikasi yang

berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan

manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komonikasi tersebut, dilandasi oleh

adanya kesadaran yang dimilik oleh yang bersangkutan mengenai :

a) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.

b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau
masyarakatnya sendiri.

c) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat

dilakukan.

Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang
bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. Dusseldrop (dalam
Mardikanto 2013:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan
partisipasi yang dilakukan setiap warga masyarakat dapat berupa :

a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat

b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok

C) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk

menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
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d) Menggerakkan sumber daya masyarakat

e) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan

2.5.2 Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang
keuangan. Di Desa terdapat Anggaran Dana Desa dari APBD dan Dana
Desa dari APBN, dari kedua dana ini masyarakat harus mendapakan
informasi mengenai kebijakan proses pembuatan APBDes dan
pelaksanaan serta hasil-hasil yang direalisasikan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan
bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

Perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan desa dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat
pemerintah desa saat memiliki kewenangan mengambil berbagai
keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah desa
harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang
dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen
penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan

uang yang bukan menjadi kewenangannya.

Prinsip transpransi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi

beberapa unsur, yaitu :

a) Terbuka



b)

d)
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Adanya akses masyarakat dan stake holders yang luas untuk
terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun
pelaksanaan anggaran keuangan desa.

Bisa diketahui oleh masyarakat luas

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya
yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah
desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang
keadaan keuangan desa.

Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyususnan anggaran dana desa
yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat
desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi

masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

Sedangkan menurut Krisna (2003: 17) indikator-indikator dari

transparansi adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.

Penyediaan informasi yang jelas.

Kemudahan akses informasi.

Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang
dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media

massa dan lembaga non pemerintah.

Adanya indikator tersebut dapat dilihat bahwa transparansi merupakan

suatu alat yang sangat penting untuk masyrakat mengetahui terhadap

jalannya keuangan pemerintahan desa.
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2.5.3 Akuntabilitas

2.5.4

Akuntabilitas ~ merupakan  kewajiban  untuk = menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk memberikan keterangan terkait kinerja

atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu lembaga atau
organisasi atas apa yang telah dikerjakannya kepada pihak yang
memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

Dalam hal ini adalah kepala desa dan warganya.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran

Mohamad dkk (2004, h.50) yaitu;

a) Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban yang
mencakup laporan keuangan yang terdiri dari
pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.

b) Akuntabilitas manfaat merupakan pertanggungjawaban yang
mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan
prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah
efektivitas.

c) Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban terkait
pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan

asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti
to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi,
koordinasi dikaitkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai
pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order
not subordinate) untuk saling memberi informasi dan sebagai
kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan
menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang sesifik atau berbeda-beda
agar semuanya terarah pada tujuan tetentu. Leonard D. White dalam H.
Inu Kencana Syafiie (2011:187) Koordinasi adalah peneyesuaian diri
dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakan serta

mengoprasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan
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demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan
terbanyak pada keseluruhan hasil.

Berdasarkan dari definisi-definisi koordinasi dapat disimpulkan bahwa
koordinasi merupakan kegiatan usaha, kegiatan-kegiatan kerjasama, dan
kesepakatan bersama secara teratur dan serasi, selaras, seimbang dan
serempak dalam mencapai suatu tujuan dan mencegah terjadinya suatu

konflik, kekaucauan, percekcokan, dan kesalaha pahaman lainnya.

Untuk mudah melihat jalannya koordinasi maka di bawah ini aspek-aspek
koordinasi yang dikemukakan oleh Handayaningrat (1989:80) sebagai
rujukan dalam menjelaskan tentang koordinasi pemerintah desa dalam
pembangunan. Adapun aspek-aspek yang mencakup :

1. Komunikasi

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

3. Kompetensi Partisipan

4. Kontinuitas Perencanaan

2.6 Kerangka Pikir

Desa merupakan suatu unit pemeritahan yang paling bawah, segala bentuk
perubahan masyarakatnya sangat ditentukan oleh perkembangan di desa itu
sendiri. Berkembang dan majunya suatu desa tidak terlepas dari kerja sama
para aparat yang ada di desa tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa dan di tunjang dengan sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat

dalam memajukan desa.

Kecamatan Way Ratai merupakan kecamatan yang memiliki 2 desa mandiri
di banding dengan kecamatan lainnya. Berdasarkan inputan terakhir Indeks
Desa Membangun pada bulan Mei 2020 Desa Wates Way Ratai dan Desa
Gunung Rejo di tetapkan sebagai desa mandiri. Penetapan status menjadi desa
mandiri dilihat dari beberapa varibel indikator yang terdiri dari tiga indeks
yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE),

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan nilai-nilai Indeksnya,
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peneliti melihat Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa Gunung Rejo lebih
rendah dari Desa Way Ratai, akan tetapi pada Indeks Ketahan Lingkungan
(IKL) Desa Gunung Rejo mencapai skor lebih tinggi dari Desa Wates Way
Ratai.

Tinggi dan rendahnya skor indeks ini merupakan usaha-usaha yang dilakukan
oleh kepala desa bersama aparatur desa serta masyarakat dalam meningkatkan
pembangunan desa baik dari segi pembangunan sumber daya manusia,
maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Berdasarkan hal itu, peneliti

akan melihat kedua desa mandiri dari Pelaksanaan Prinsip Good Governance.

Berbekal konsep-konsep yang telah peneliti jabarkan di tinjauan pustaka,
maka sebuah perkembangan serta kemajuan suatu desa dapat di tinjau dari
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, maka agar penelitian terarah
secara baik peneliti akan melihat pelaksanaan prinsip-prinsip good
governance pada 4 kategori, yaitu : partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
dan koordinasi (efektifitas dan efesiensi). Berdasarkan uraian di atas, maka

dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut :

Pelaksanaan Prinsip Good Governance

Partisipasi Transparansi Akuntabilitas Koordinasi

Kemandirian Desa

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Sumber : Diolah oleh peneliti pada tahun 2021



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.
Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang
diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan
masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk
memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena

tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode

pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-

ciri sebagai berikut :

1. Informasi yang di peroleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai

2. Informasi yang di peroleh dari sekumpulan orang-orang tersebut
merupakan sampel

3. Informasi yang di peroleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Menurut Sarwono (2006:194) dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur
menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami
persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama
penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan

sekaligus penyelesai masalah.

Menurut Ruslan (2003:214-215) seperti yang dikutip Strauss and Corbin
(1997), bahwa :
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“Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan
penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan
menggunakan prosedur atau cara kuantitatif. Penelitian kualitatif
ini dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat,
sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, peristiwa tertentu,
pergerakan-pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dalam
kekeluargaan”.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya
umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman
tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan
analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan
kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang

kenyataan-kenyataan tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih
menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu
fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk,
aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena

yang satu dengan fenomena yang lainnya.

Selanjutnya, peneliti telah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan
Prinsip Good Governance Pada Desa Mandiri yang akan peneliti uraikan

hasilnya pada Bab Hasil Penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada dua tempat yaitu Desa Wates Way Ratai dan
Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Alasan
dipilihnya pemilihan lokasi penelitian ini : Pertama, lokasi penelitian ini
merupakan dua desa mandiri yang berada pada satu kecamatan. Selain itu,
dua desa ini pernah menjadi perwakilan Provinsi Lampung dalam perlombaan
desa tingkat nasional yakni Desa Gunung Rejo pada tahun 2018 dan Desa
Wates Way Ratai pada tahun 2019. Oleh karena itu, menarik perhatian

peneliti untuk meneliti terkait pelaksanaan prisnsip good governance
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sehingga membuat kedua desa menjadi desa mandiri, penelitian ini akan di
fokuskan terhadap pelaksanaan prinsip good governance. Kedua, Lokasi
penelitian ini mudah di jangkau sehingga memudahkan peneliti untuk
melakukan penelitian. Ketiga, Lokasi penelitian ini belum pernah ada

penelitian dengan judul serupa yang akan peniliti teliti.

3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat
dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah
penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat
membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria
inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-exlusion criteria) suatu

informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2009: 93-94).

Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep

yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu Pelaksanaan Prinsip Good

Governance Pada Desa Mandiri, yaitu di Desa Wates Way Ratai dan Desa

Gunung Rejo yang akan dilihat dari 4 prinsip good governance diantaranya :

partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan koordinasi.

1. Partisipasi
Pada aspek partisipasi peneliti akan melihat pada sisi musyawarah.
Musyawarah dalam hal ini melihat keikutsertaan masyarakat dalam
mengambil keputusan, baik dalam bentuk menyampaikan aspirasi, maupun
keterlibatan masyarakat yang dominan dalam mengawal musyawarah.
Peneliti juga akan melihat kegiatan masyarakat di desa seperti
keikutsertaan masyarakat pada kelompok-kelompok serta kegiatan

kelompok yang dapat menunjang keberlangsungan kemajuan desa.

2. Tranparansi
Tranpransi dalam hal ini peneliti akan melihat dari segi keterbukaan

informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat mulai dari transparansi
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APBDes sampai dengan keterbukaan informasi warga penerimaan
bantuan. Kemudian juga melihat keterbukaan pemerintah desa dalam

menampung masukan-masukan yang muncul dari masyarakat.

3. Akuntabilitas
Pada aspek akuntablitas peneliti ingin  melihat dalam sisi
pertanggungjawaban kepala desa dan pemerintah desa dalam segi
keuangan, manfaaat dan prosedural. Secara keuangan peneliti akan melihat
bagaimana pemerintah desa mempertanggung jawabkan mengenai
keuangan yang digunakan dalam kegiatan desa, segi manfaat akan melihat
nilai guna yang dijalankan oleh pemerintah desa baik berupa
pembangunan maupun pemberdayaan. Akuntabiltas prosedural peneliti
akan melihat pemerintah desa dalam melaksanakan proses realiasi
pembangunan dan pemberdayaan dari perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi.

4. Koordinasi
Pada aspek koordinasi peneliti akan melihat pola desa dalam melakukan
koordinasi baik berupa kerjasama, kesepakatan bersama, maupun dalam
hal menyelesesaikan suatu masalah atau konflik pada lingkup pemerintah
desa dan masyarakat desa. Peneliti juga akan melihat koordinasi
pemerintah desa dengan unsur-unsur terkait dan masyarakat dalam

melaksanakan pemerintahan desa.

3.4 Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang
latar penelitian dan harus sukarela menjadi angggota tim penelitian walaupun
hanya bersifat informal (Moleong, 2014:132). Teknik pemilihan informan
yang akan di wawancarai dilakukan secara purposive. Alasan pemakaian

teknik purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk
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mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan

penelitian ini.

Berikut Tabel Informan Desa Wates Way Ratai :
Tabel 3.1 Informan Desa Wates Way Ratai

No Nama Jenis Kelamin Jabatan

1 Andes Irawan Laki-laki Kepala Desa

2 M. Sukirman Z Laki-laki Sekretaris Desa
3 Yoga Pratama, S.H Laki-laki Ketua BPD

4 Mafala Rishan Laki-laki LPM

5 Dian Nugroho Laki-laki Tokoh Pemuda
7 Suprapto Laki-laki Tokoh Masyarakat
8 Vivian Agustina, S.S, M.Pd Perempuan Tokoh Agama

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2021

Peneliti akan mewawancarai informan di Desa Wates Way Ratai yang terdiri
dari Andes Irawan (Kepala Desa), M. Sukirman Z (Sekretaris Desa), Yoga
Pratama, S.H (Ketua BPD), Mafala Rishan (Ketua LPM), Dian Nugroho
(Tokoh Pemuda), Suprapto (Tokoh Masyarakat), Vivian Agustina, S.S,. M.Pd
(Tokoh Agama).

Selanjutnya, di Desa Gunung Rejo peneliti juga akan melakukan wawancara
dengan nama-nama yang ada di daftar tabel berikut :

Tabel 3.2 Tabel Informan Desa Gunung Rejo

No Nama Jenis Kelamin Jabatan

1 Suranto Laki-laki Kepala Desa

2 Munardi Laki-laki Sekretaris Desa
3 Sunarah Laki-laki Ketua BPD

4 Pranoto Laki-laki LPM

5 Jupri Laki-laki Tokoh Pemuda
7 Subandi Laki-laki Tokoh Masyarakat
8 Prayitno, S.Pd,. M.Pd Laki-laki Tokoh Agama

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2021
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Informan yang akan diwawancarai terdiri dari Suranto (Kepala Desa),
Munardi (Sekretaris Desa), Sunarah (Ketua BPD), Pranoto (Ketua LPM),
Jupri (Tokoh Pemuda), Subandi (Tokoh Masyarakat), Prayitno, S.Pd,. M.Pd
(Tokoh Agama).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga cara yang sesuai

dengan kebutuhan peneliti antara lain:

3.5.1 Wawancara Mendalam (Depth Interview)
Wawancara mendalam menurut Firdaus (2012:37) merupakan proses
memberikan pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara
langsung untuk mengetahui secara mendalam berbagai hal yang belum
terungkapkan oleh informan. Wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga apabila
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.
Wawancara di lakukan untuk mengambil data mengenai pelaksanaan

prinsip good governance.

Peneliti telah melakukan turun lapangan beberapa kali untuk melakukan
wawancara di Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo.
Wawancara peneliti menggunakan wawancara mendalam dan direkam

dengan bantuan HP Android merk Xiaomi.

Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang
peneliti lakukan :

Pada tanggal 10 Maret 2021 peneliti mewawancarai Pak Yoga Pratama
selaku Ketua BPD di rumahnya yang ber alamat di Kelurahan Beringin

Raya pada pukul 15.00-18.00 WIB.

Turun lapangan kedua kalinya dilakukan pada tanggal 12 Maret 2021
dari pukul 10.16 WIB sampai sore hari tepatnya pukul 17.00 WIB
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Peneliti menjumpai informan di Kantor Desa Wates Way Ratai dan
mewawancarai Pak Sukirman (Sekretaris Desa). Kemudian dilanjutkan
ke kediaman Ibu Vivian Agustina (Tokoh Agama) pada pukul 15.45-
16.30. WIB.

Berikutnya peneliti melakukan turun lapangan pada tanggal 17 Maret
2021 tiba di lokasi pukul 10.30 WIB di Kantor Desa Wates Way Ratai.
Peneliti mewawancarai Pak Andes Irawan (Kepala Desa) pukul pukul
10.45-12.30 Wib. Selanjutnya peneliti mewawancarai Pak Suprapto di
rumahnya dari pukul 13.00-14.30. WIB. Setelah itu peneliti menuju ke
Desa Gunung Rejo karena beberapa informan yang akan peneliti jumpai
di Desa Wates Way Ratai sedang tidak berada di lokasi desa sehingga
peneliti memilih untuk melanjutkan wawancara ke informan yang ada
di Desa Gunung Rejo. Peneliti mewawancarai Pak Munardi (Sekretaris

Desa) dari pukul 14.50-16.10. WIB.

Kemudian peneliti kembali ke Desa Wates Way Ratai untuk menjumpai
informan yang sudah melakukan perjanjian untuk bisa dijumpai pukul
16.30 di kediamannya yaitu mewawancarai Tokoh Pemuda Wates Way
Ratai yang diwakili oleh Dian Nugroho, wawancara dilakukan dari

pukul 16.30-17.45 WIB.

Turun lapangan ke 4 kalinya peneliti lakukan pada tanggal 5 Mei 2021.
Peneliti langsung menuju ke Desa Gunung Rejo karena di Desa Wates
Way Ratai sudah selesai wawancara, di Desa Gunung Rejo peneliti
menjumpai dan mewawancarai Pak Jupri selaku Tokoh Pemuda
Gunung Rejo di rumahnya ditemani oleh Pak Subandi selaku Tokoh
Masyarakat dari pukul 13.30-14.50. Selanjutnya peneliti melakukan
wawancara dengan Pak Subandi (Tokoh Masyarakat) dari pukul 14.55-
16.00 di kediaman Pak Jupri, selesai dari wawancara tersebut peneliti
mengkonfirmasi dengan Pak Munardi (Sekretaris Desa) untuk
melanjutkan wawancara, akan tetapi informan yang akan ditemui tidak
berada ditempat. Oleh karenanya peneliti memutuskan untuk menunda

wawancara dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumabh.
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Kemudian turun lapangan selanjutnya dilakukan pada tanggal 7 Mei
2021 langsung menuju ke rumah Pak Sunarah selaku Ketua BPD tiba di
rumahnya pukul 10.15 WIB dan melakukan wawancara dari pukul
10.30-11.40 WIB. Setelah salat jumat peneliti melanjutkan penelitian
untuk mewawancarai Pak Pranoto (Ketua LPM Desa Gunung Rejo) dari
pukul 14.00-15.20. WIB. Setelah itu peneliti melaksanakan salat asar
sembari menunggu informan selanjutnya yaitu untuk mewawancarai
Pak Prayitno (Tokoh Agama) dan melakukan wawancara dirumahnya
pukul 16.30-17.50 WIB, pada hari yang bersamaan rencananya peneliti
akan menyelesaikan wawancara akan tetapi Kepala Desa Gunung Rejo
belum bisa ditemui pada hari itu. Oleh karenanya peneliti memutuskan

untuk melanjutkan wawancara besok harinya.

Pada tanggal 8 Mei 2001 peneliti menuju ke Desa Gunung Rejo untuk
menjumpai kepala desa pada pukul 11.30 WIB, namun kepala desa
belum juga bisa ditemui dikarenakan masih keliling ke Dusun-dusun.
Sehingga peneliti menunggu beberapa jam dan bisa melakukan

wawancara pada pukul 15.50-17.00 WIB.

3.5.2 Observasi
Sugiyono (2014:145) : observasi sebagai teknik pengumpulan data
mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang
lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Sedangkan menurut Hadi
(1986:134) dalam sugiyono mengemukakan bahwa, observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun
dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi pertama kali dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29
September 2020 dalam pengambilan data permasalahan dan

menentukan informan nantinya pada saat penelitian berlangsung.

Setelah peneliti melakukan seminar proposal peneliti melakukan

observasi lagi pada tanggal 16 Februari 2021 mengamati kegiatan-
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kegiatan yang ada di Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo.
Pada hari itu bertepatan dengan jadwal pelaksanaan pasar desa di Desa
Wates Way Ratai. Selanjutnya peneliti melakukan observasi ketika
bersamaan di waktu wawancara dengan memperhatikan lingkungan

lingkungan dan kegiatan di desa.

Beberapa hal yang peneliti amati adalah kegiatan gotong-royong yang
kebetulan Desa Wates Way Ratai ditunjuk sebagai Desa smart village
oleh Provinsi Lampung. Selain itu juga memperhatikan hal-hal yang
sudah diungkapkan oleh beberapa informan mengenai transparansi yang
dipajang di beberapa titik baik di Desa Wates Way Ratai maupun di
Desa Gunung Rejo. Pelaksanaan observasi yang terakhir adalah pada
tanggal 12 Maret 2021, 17 Maret 2021, 5 Mei 2021, 7 Mei 2021, dan 8
Mei 2021.

Selain di hari-hari ini peneliti juga melakukan observasi ketika
melakukan perjalanan pulang kampung ke desa asal peneliti melintasi
desa tersebut dan berhenti sejenak melakukan observasi melihat

keadaan desa mengenai pelaksanaan prinsip good governance.

3.5.3 Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang
monumental dari seseorang. Studi dokumen dan kepustakaan
merupakan pelengkap dari penelitian ini, studi dokumen diambil untuk
menemukan data awal sebagai penyusunan proposal dalam penelitian

ini.

Peneliti juga telah melakukan metode pengumpulan data dengan
menggunakan foto, tulisan dan berkas-berkas yang menunjukkan desa
tersebut mandiri. Kegiatan dokumentasi peneliti lakukan untuk
mengkonfirmasi atau memastikan apa yang peneliti dapatkan apakah
sama dengan hasil dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti lakukan

sepeti mengambil foto dari rencana APBDes dan realisasi APBDes,
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laporan terkait keuangan APBDes, kemudian juga minta dokumentasi
terkait kegiatan-kegiatan gotong royong desa yang dalam hasil
wawancara disebutkan masyarakat begitu partisipatif. Dokumentasi dari
kegiatan musyawarah dusun peneliti mendapatkannya dalam bentuk
foto, dalam bentuk absensi musyawarah dusun peneliti tidak

menemukan.

Pada kegiatan musyawarah desa absensi dan juga berita acara peneliti
mendapatkan dokumennya dan juga peneliti mendapatkan dokumen
mengenai Indeks Desa Membangun pada tahun 2020 yang
dikategorikan sebagai Desa Mandiri. Selain itu juga peneliti
mendapatkan data dokumen dari Desa Wates Way Ratai dalam bentuk
buku Selayang Pandang Desa Wates Way Ratai. Pada Desa Gunung
Rejo peneliti mendapatkan Prodeskel (Profil Desa atau Kelurahan)
Gunung Rejo.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

3.6.1 Editing Data
Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang
dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten
dan lengkap. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan
penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak
untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan
lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan
disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk
tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk

menunjang hasil dari penelitian tersebut.
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3.6.2 Interpretasi
Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian
dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang
diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan
kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit
oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu
dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga

peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7 Tehnik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian
dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan

dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton (Moleong, 2001:103) analisis data adalah proses mengatur
urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian
dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya
kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok

penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan
Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection). Pengumpulan data merupakan
bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data
pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan
studi dokumentasi.

2. Reduksi Data (Data Reduction). Reduksi data, diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi
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dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan,
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan
sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak
relevan.

3. Display Data. Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi
tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam
bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram,
tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (Conclution Drawing and
Verification). Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan
kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data

yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data
yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya
berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara
berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk
kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau
untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya

saja.

Peneliti melakukan analisis data dengan membandingkan hasil wawancara
observasi dan dokumentasi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.
proses pertama yang meneliti lakukan adalah pengumpulan data sesuai
dengan teknik dalam analisis, pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara

melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selanjutnya peneliti melakukan reduksi data dengan memilih atau meringkas

untuk melakukan pemusatan dari hasil pengumpulan data. Hal ini peneliti



47

lakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan hasil wawancara dan

menuangkan hasil observasi dalam bentuk tulisan.

Kemudian display data, peneliti telah mendeskripsikan hasil dari penelitian
pada bab hasil penelitian dan pembahasan dengan cara kualitatif dengan
bentuk teks naratif. Setelah peneliti memaparkan hasil dan pembahasan
penelitian maka peneliti melakukan verifikasi penegasan kesimpulan yaitu
membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian untuk menemukan makna

dari data yang telah disajikan.

3.8 Tenik Validasi Data

Teknik pemeriksaan validitas merupakan suatu strategi yang digunakan untuk
memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh dari
penelitian, hal ini bertujuan agar semua data yang disajkan nantinya dapat
dinikmati dari segala sisi (Moleong Lexy J, 2009: 330).

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan trianggulasi dengan cara
sebagai berikut yaitu: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil
wawancara; (2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang
berkaitan. Prosedurnya yaitu peneliti membandingkan antara wawancara,
observasi dan dokumentasi, jika hasilnya sesuai antara yang satu dengan yang
lain maka keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi jika
hasilnya tidak sesuai, maka peneliti memakai hasil observasi sebagai sumber

data.



V. GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Desa Wates Way Ratai

Desa Wates Way Ratai adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Way

Ratai Kabupaten Pesawaran yang terhampar dengan luas wilayah 2401 Ha.
4.1.1 Sejarah Desa

Desa Wates Way Ratai pada mulanya adalah tanah perkebunan karet
milik PT Karko Cultura Pratama yaitu sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang perkebunan khususnya tanaman karet dan kopi
pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Desa Wates Way Ratai
merupakan desa yang berada di Ibukota Kecamatan Way Ratai
dinamakan Desa Wates karena berbatasan dengan perkebunan karet
milik PT Karko Cultura Pratama. Sejak dari pertama berdiri sekitar
tahun 1930 an Desa Wates Way Ratai telah dipimpin oleh beberapa

kepala desa yaitu :

1. Muaji : Tahun 1938-1970

2. Rusdi Umar : Tahun 1971-1987

3. Deolyani : Tahun 1988-2000

4. Ngalimin : Tahun 2000-2005

5. Suprapto: Tahun 2005-2010

6. Latifuddin : Tahun 2010-2015

7. Ponidi, S.Pd  : Tahun 2015-2016 (Pejabat Desa)
8. Andes Irawan : Tahun 2017 sampai sekarang

Pada perkembanganya Desa Wates Way Ratai telah beberapa kali

mengalami pemekaran diantaranya pada tanggal 24 Juni 1986 Desa
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Wates Way Ratai dipecah menjadi tiga yaitu Persiapan Desa Sumber
Jaya, Persiapan Desa Wates Way Ratai dan Desa Induk Wates Way
Ratai, kemudian pada tahun 1992 dimekarkan kembali yaitu Desa
Pesawaran Indah, selanjutnya pada tahun 2012 dimekarkan kembali

yaitu Desa Ceringin Asri.

4.1.2 Geografis Desa Wates Way Ratai
a) Letak Wilayah

Letak desa di Sebelah Selatan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten
Pesawaran. Desa Wates terletak pada koordinat 105 LS/LU 5,36
jarak dari Desa Wates Way Ratai ke Desa Ceringin Asri sekitar 1

Km, dengan batas-batas sebagai berikut :

4.1. Batas-batas Desa Wates Way Ratai

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan

Sebelah Utara | Bunut dan Pesawaran Indah Way Ratai

Sebelah Barat | Ceringin Asri, Desa persispan | Way Ratai

Kalirejo dan Mulyosari

Sebelah Bunut Way Ratai
Selatan
Sebelah Timur Way Ratai

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Wates Way Ratai Tahun 2020
4.1.3 Demografi Desa Wates Way Ratai

Jumlah penduduk Desa Wates Way Ratai terdiri dari 4.149 jiwa. Laki-
laki 2.122 jiwa perempuan 2.027 jiwa dengan jumlah kepala keluarga
sebanyak 1.187 KK. Kepadatan penduduk 309,63 per KM.

4.1.4 Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan di Desa Wates Way Ratai dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan

No. | Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Paud/TK 106 orang
2 SD 429 orang
3. | SMP 966 orang
4 SMA 1.063 orang
5 D3 76 orang

6. | Sarjana 48 orang

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Wates Way Ratai Tahun 2020
4.1.5 Kondisi Ekonomi

Keberadaan pasar desa yang ada di Desa Wates merupakan aset besar
bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Masyarakat Desa

Wates Way Ratai memiliki kegiatan ekonomi sebagai berikut :

Tabel 4.3. Kegiatan Ekonomi

No | Nama Kegiatan Unit
1. | Pasar mingguan 1

2. | Usaha toko/kios 45

3. | Warung serba ada 3

4. | Warung kelontongan 10
5. | Usaha peternakan 14
6. | Usaha perikanan 60
7. | Usaha perkebunan 14

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Wates Way Ratai Tahun 2020
4.1.6 Kondisi Sosial

Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat Desa Wates Way Ratai
dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.4. Kondisi Sosial

No. Kondisi Banyak
1. | Jumlah Keluarga Prasejahtera 253 keluarga

2. | Jumlah keluarga sejahtera | 377 keluarga

3. | Jumlah keluarga sejahtera Il 165 keluarga

4. | Jumlah keluarga sejahtera Ill 189 keluarga

5. | Jumlah keluarga sejahtera Il Plus 197 keluarga
Total jumlah kepala keluarga 1.181 keluarga

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan Wates Way Ratai Tahun 2020

4.1.7 Kondisi Pemerintahan Desa Wates Way Ratai

Pemerintahan umum yang berlaku di Desa Wates Way Ratai meliputi :
Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Lembaga Kemasyarakatan Desa. Desa Wates Way Ratai menganut

sistem kelembagaan pemerintahan dengan pola minimal.

Kepala desa dipimpin oleh Andes Irawan, Sekretaris Desa M. Sukirman
Zuhri dengan dibantu oleh Sartono (Kaur Keuangan), Marwoto (TU dan
Umum). Adapun kasi nya ada 3 vyaitu : Roni Rojali (Kasi
Pemerintahan), Bagus Sujarwo (Kasih Pelayanan), A. Husen (Kasi
Kesejahteraan). Kemudian dibantu oleh kepala-kepala dusun yang
terdiri dari : Sutiyo (Kadus Wates), Sugiono (Kadus Sidomulyo), Mat
Sholeh (Kadus Sidoluhur), Agus Triyono (Kadus Taman Baru), Nasrid
(Kadus Umbul Rejo), Paryono (Kadus Selorejo). Adapun ketua BPD
Yoga Pratama dan Ketua LPM Mafala Rishan.

Program-program kegiatan pemerintahan ada beberapa program
diantaranya ~ Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa
(Musrembangdes). Sebelum dilaksanakannya musrembangdes terlebih
dahulu dilaksanakan musyawarah dusun guna untuk menggali gagasan
dari dusun dan proses perangkingan prioritas usulan dusun untuk
menentukan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran yang akan datang, dengan dilaksanakannya musyawarah
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dusun diharapkan pengambilan keputusan musyawarah dalam bidang
pembangunan desa akan lebih tepat sasaran.

Selanjutnya ada penerapan e-government. Pemerintah Desa Wates Way
Ratai  menerapkan teknologi informasi dalam menjalankan
pemerintahannya meliputi informasi pembangunan dan sistem
Pemerintahan Desa yang bertujuan memudahkan masyarakat
mendapatkan informasi publik. Pemerintah Desa juga memberlakukan
sistem finger print untuk menerapkan disiplin kerja kepala desa dan
aparatur Pemerintahan Desa dengan ketentuan jam kerja 08.00 - 15.00
WIB .

Selanjutnya ada pemberdayaan kesejahteraan keluarga. peran serta
lembaga kemasyarakatan yaitu PKK menjadi salah satu faktor
pendukung utama untuk kemajuan desa dengan kegiatan dan partisipasi
ibu-ibu untuk mendukung program dan pelaksanaan dana desa baik dari
musyawarah, Kketerlibatan dalam tim sampai dengan pelaksanaan
kegiatan serta turut memfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat yaitu kesehatan. Kegiatan yang dilakukan di antaranya
senam ibu hamil dan posyandu lansia. Selain itu juga dilaksanakan
lomba lomba PKK, kegiatan perlombaan diadakan untuk memberikan
motivasi kepada kelompok ibu-ibu agar lebih semangat untuk turut
berperan aktif dalam pembangunan desa menuju Desa Mandiri di Desa

Wates Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Pada bidang keamanan Desa Wates Way Ratai memberlakukan dengan
melaksanakan pengajian akbar dua bulanan dengan mengundang
penceramah atau ustad. Pada bidang keamanan, untuk menjaga
keamanan dan ketertiban Desa Wates melaksanakan kegiatan ronda dan

penarikan jimpitan
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4.2 Kondisi Desa Gunung Rejo
4.2.1 Sejarah Singkat Desa Gunung Rejo

Gunung Rejo berawal dari salah satu pedukuhan di wilayah Desa Wates
Way Ratai yang kenal dengan nama ANGLO (nama Afdeling
wilayah kerja perkebunan karet kopi Desa Way Ratai), terdiri dari
Dusun Totoharjo dan Dusun Gunung Rejo. Pada sekitar pertengahan
tahun tepatnya di 23 Oktober 1986 Dusun Gunung Rejo resmi di
mekarkan dari Desa Wates Way Ratai menjadi Desa Persiapan Gunung
Rejo yang terdiri dari 12 (dua belas) Dusun/Pedukuhan, antara lain
Dusun : Kalipasir I, Kalipasir 1l, Gunung Rejo, Kaliawi, Fajar bulan,
Gunung Sari, Lebak Sari, Taman Sari, Toto Harjo, Merawan, Sidorejo
dan Candipuro, pada saat itu di Jabat oleh Penjabat Kepala Desa Basnu
Ms.

Pada tahun 1990 Kepala Desa Gunung Rejo dipimpin oleh Pejabat
sementara, yaitu Bpk. Samsuri, pada tahun 1991 Desa Persiapan
Gunung Rejo ditetapkan menjadi desa definitif menjadi Desa Gunung
Rejo yang masih dipimpin oleh Pejabat Sementara Kepala Desa
Gunung Rejo Samsuri sampai dengan bulan September 1992. Pada
akhir Desember 1992 Desa Gunung Rejo melaksanakan pemilihan

Kepala Desa yang pertama.

Pada tahun 2013 Desa Gunung Rejo dimekarkan menjadi 3 desa yang
pada saat itu masih menginduk di Kecamatan Padang Cermin, desa
tersebut : Desa Gunung Rejo, Desa Mulyosari, dan Desa Poncorejo.
Setelah terjadinya pemekaran desa saat ini Desa Gunung Rejo terbagi

atas 9 Dusun, berikut Daftar Dusun di Desa Gunung Rejo :


https://gunungrejo.desa.id/tag/desa-gunungrejo/
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Tabel 4.5 Daftar Dusun di Desa Gunung Rejo

Dusun

Z
o

Kalipasir

Ngadirejo

Gunungrejo |

Gunungrejo 11

Kaliawi

Candisari |

Candisari 11

Tegalrejo

Talangbandung

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Gunung Rejo Tahun 2020
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Pada tahun 2014, Kecamatan Padang Cermin dimekarkan menjadi tiga
kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan
dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran, dan saat ini Desa

Gunung Rejo terletak di wilayah Kecamatan Way Ratai.
Berikut nama-nama Kepala Desa Gunung Rejo dari masa ke masa :

Tabel 4.6 Pimpinan di Desa Gunung Rejo

No Nama Masa Bakti Foto

1 Basnu.MS 1986-1990

2 Samsuri 1990-1992

3 Suwardi 1992-1994

4 Mulyanto 1994-2002



https://drive.google.com/open?id=0B8_KWTv3Vgb1Z0ExTzVrZlQwamM
https://drive.google.com/open?id=0B8_KWTv3Vgb1Z0ExTzVrZlQwamM

4.2.2
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5 Rudi 2002-2008 ﬁ
Sunandar ‘i ,
6 Suranto 2009-
Sampai
Sekaran -~ -
g T

Sumber: Monografi Desa Gunung Rejo Tahun 2018
Letak Geografis

Desa Gunung Rejo salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Way
Ratai yang berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) tahun
2020 luas wilayah Desa Gunung Rejo 1.343,41 Ha. Terdiri dari dataran
tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 400-500 dpl,
dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Batas Wilayah Desa Gunung Rejo

Batas Desa/kelurahan kecamatan
Sebelah Utara Register 19, Desa Babakan | Way Ratai,
Loa, Desa Sinar Harapan Kedondong
Sebelah Selatan Poncorejo Way Ratai
Sebelah Timur Mulyosari Way Ratai
Sebelah Barat Babakan Loa Kedondong

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Gunung Rejo Tahun 2020

Jarak dengan pusat pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:
a. Ke Ibu Kota Kabupaten : 70 Km
b. Ke Ibu Kota Provinsi : 100 Km

Kondisi desa saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, saat ini
banyak pembangunan infrastruktur yang menyambungkan Kecamatan
Way Ratai dengan Kecamatan Kedondong sehingga jarak tempuh untuk
dapat menuju ke Desa Gunung Rejo hanya sekitar setengah jam dari Ibu
Kota ke Kecamatan Way Ratai. Letak Desa Gunung Rejo sangat
strategis karena pembangunan infrastruktur yang lumayan cepat, saat

ini letak Desa Gunung Rejo sudah dapat diakses dengan mudah dengan
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aspal hotmik dan coran beton, arah jalan untuk menuju Air Terjun
Anglo pun sudah bagus jadi sudah banyak sekali kendaraan roda dua
atau pun roda empat melewati Desa Gunung Rejo sekaligus berekreasi
ke lokasi Air Terjun Anglo. Wilayah Desa Gunung Rejo adalah daerah
lahan kering dengan kondisi sebagai berikut:

a. Ketinggian dari permukaan laut : 400-500 m/dpl.

b. Banyak Curah Hujan : 1500-2500 mm/th

c. Tofografi daratan : dataran tinggi

d. Suhu udara rata-rata : 25-35°C

Berikut Peta Administrasi Desa Gunung Rejo :

<" PETA ADMINISTRAST
DESA GUNUNGREIO

@ =

DESA
PONCOREJIO

.
N . p— -
"‘ e e
- 1 | T
'I DESA CERINGIN *—__ ‘. I, s
ASRI s — .
_ ¥ | — — — L e———

Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Gunung Rejo
Sumber : Dokumen Desa Gunung Rejo

4.2.3 Kependudukan

Pada Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Gunung Rejo pada tahun
2020 diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Gunung Rejo adalah
2,910 jiwa dari 868 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk
216,61 per KM. Pada mulanya desa ini merupakan daerah transmigran
penduduk dari Pulau Jawa namun setelah tahun 1990 mulai berdatangan
penduduk asli Lampung, walaupun berbeda dan banyak etnis hubungan
antar etnis yang satu dengan yang lainnya tetap terjalin baik dan

harmonis, kalaupun muncul unsur-unsur kesukuan itu hanya pada
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acara-acara adat seperti pernikahan, kematian, kelahiran, dan

sebagainya sehingga hubungan yang baik tetap terjaga hingga saat ini.

Berikut tabel jumlah kependudukan Desa Gunung Rejo :

Tabel 4.8 Jumlah Kependudukan Desa Gunung Rejo

Kualifikasi Keterangan
Jumlah Laki-Laki 1,512 Jiwa
Jumlah Perempuan 1,398 Jiwa
Jumlah Total 2,910 Jiwa
Penduduk
Jumlah Kepala 868 KK
Keluarga

Sumber: Profil Desa dan Kelurahan Gunung Rejo Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan
selisihnya tidak terlalu besar jumlahnya dari penduduk laki-laki.
Dengan demikian, secara kuantitas perempuan memiliki potensi untuk
terlibat dalam pembangunan desa sehingga penting Kiranya untuk
meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam kehidupan
bermasyarakat, terutama pada pemuda—pemudi desa dan ibu-ibu PKK
serta kelompok-kelompok pengajian baik bapak-bapak atau ibu-ibu
yang diharapkan dapat menularkan dan memberikan contoh yang baik
kepada anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa yang ada di
Desa Gunung Rejo.

4.2.4 Kondisi Pemerintahan Desa Gunung Rejo

Pemerintah Desa Gunung Rejo menggunakan pola pemerintahan
minimal dengan Struktural Pemerintah Desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa Gunung Rejo . Suranto

2. Sekretaris Desa : Munardi

3. Bendahara Desa : Mangihut Togatorop (Om Lay)
4. Kaur Pemerintahan : Andri Suryawan

5. Kaur Umum : Nano Suparno
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6. Kaur Kesejahteraan Rakyat  : Eko Yuliono
7. Kaur Pembangunan : Sutikno

Dusun, RT/RW dan Lembaga Desa Gunung Rejo sebagai berikut :

1. Kepala Dusun Candi Sari | : Tugimin

2. Kepala Dusun Candi Sari li : Sri Noto

3. Kepala Dusun Gunungrejo | : Nurudin

4. Kepala Dusun Gunungrejo li : Nakim

5. Kepala Dusun Kali Pasir . Ansori

6. Kepala Dusun Kaliawi : Subandi

7. Kepala Dusun Ngadirejo : Sugiono

8. Kepala Dusun Tegal Rejo : Nur Kholis
9. Kepala Dusun Talang Bandung : Teguh

Lembaga-Lembaga yang ada di Desa Gunung Rejo peneliti sajikan
pada tabel berikut Sebagai berikut :

BPD

LPM

Karang Taruna

PKK

BUMDES

Kelompok Pengguna Air
LINMAS

Koperasi

POLMAS

10. POKDARWIS

© ©o N o g b~ w DR

GAPOKTAN yang ada di Desa Gunung Rejo sebagai berikut :

1. GAPOKTAN Tunas Harapan
2. Tunas Harapan

3. Jaya Mandiri

4. Bina Mandiri
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KWT

Mugi Rahayu
Tegal Makmur
Sido Makmur
Sido Maju

10. Mekar Sari
11. Lembu Japung

© © N o O

12. Tunas Jaya

Program-program pemerintahan desa yang dijalankan oleh Pemerintah
Desa Gunung Rejo yaitu diantaranya musyawarah dusun, musyawarah
desa, penerapan absensi berbasis elektronik yaitu finger print. Segala
informasi diberitahukan lewat media whatsapp melalui kepala dusun.
Pada bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga juga turut
terlibat dalam proses pemberdayaan dalam memfasilitasi kesehatan.
Kemudian pada bidang keagamaan pemerintah desa melaksanakan
pengajian akbar yang diadakan 3 bulanan antar 3 desa yaitu Desa

Gunung Rejo, Desa Mulyosari, dan Desa Poncorejo.



V1.  SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta uraian hasil dan
pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai
penelitian ini yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada

Desa Mandiri.

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pemerintahan yang ada di
Indonesia, dari tinjauan teori yang peneliti gunakan berkaitan tentang tata
kelola pemerintahan desa yang memuat beberapa prinsip yaitu prinsip
partisipasi, transparansi akuntabilitas, dan koordinasi. Simpulan dari

penelitian ini dapat peneliti simpulkan pada poin-poin di bawah ini :

e Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah desa proses partisipasi masyarakatnya sangat
aktif, sehingga masyarakat ikut andil dalam segala kegiatan untuk
kemajuan dan kemandirian desa. Pelaksanaan prinsip good governance di
dua desa ini berjalan dengan baik.

e Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo sudah melaksanakan
prinsip transparansi, sehingga keterbukaan informasi mengenai keluar
masuknya keuangan desa dapat diketahi oleh masyarakat. Serta ide-ide
dan masukan-masukan yang dari masyarakat ditampung dan
dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa.

e Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo juga menerapkan prinsip
akuntabilitas yang terbilang sama. Kedua desa mempertanggungjawabkan

proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam satu tahun anggaran
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melalui draft laporan pertanggungjawaban baik secara akuntabilitas
keuangan, manfaat dan prosedural sehingga pelaksanaan prinsip good
governance menurut peneliti sudah berjalan dengan optimal.

e Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo melakukan koordinasi
antar aparatur desa dengan unsur-unsur yang ada di desa seperti tokoh
tokoh masyarakat, tokoh agama dengan baik sehingga proses pelaksanaan
pemerintah di masing-masing desa bergerak atas dasar komunikasi yang
baik antar semua pihak.

Pada pelaksanaan 4 prinsip good governance dari Desa Wates Way Ratai dan
Desa Gunung Rejo memiliki kesamaan dalam bentuk pengelolaannya,
walaupun sama-sama berstatus desa mandiri letak perbedaan kedua desa
berada pada indeks ketahanan ekonomi yang dipengaruhi oleh Pendapatan
Asli Desa. Pendapatan Asli Desa Wates Way Ratai diperoleh dari pasar desa
yang cukup besar, sedangkan Desa Gunung Rejo perolehan dari pasar desa
sangat kecil sehingga ekonomi Desa Gunung Rejo hanya di topang oleh

sektor pariwisata.

Saran

Peneliti memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa
Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo dalam penerapan prinsip good
governance sangat baik. Diharapkan kepada Desa Wates Way Ratai dan Desa
Gunung Rejo dapat selalu konsisten dalam mempertahankan prinsip good
governance agar mampu menjaga kestabilan status desa mandiri dan dapat

mengembangkannya lebih baik lagi.

Desa Wates Way Ratai diharapkan dapat mengembangkan potensi desa untuk
menunjang Pendapatan Asli Desa dari kekayaan desa yang dalam hal ini pada
sektor pariwisata. Desa Wates Way Ratai memiliki potensi sektor pariwisata
yang dapat dikembangkan untuk lebih baik lagi, pemerintah desa dapat
melakukan perbaikan akses menuju lokasi destinasi dan pembangunan

infrastruktur serta wahana-wahana yang dapat menjadi daya tarik masyarakat
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khusunya Kabupaten Pesawaran umumnya Provinsi Lampung. Sehingga
dengan adanya pembangunan sarana prasarana dan wahana-wahana tersebut
dapat meningkatkan daya tarik serta menambah jumlah pengunjung serta

menambah pemasukan keuangan desa.

Terkhusus pada bidang ketahanan ekonomi Desa Gunung Rejo yang
disebabkan oleh kurangnya Pendapatan Asli Desa dari sektor pendapatan
pajak pasar dikarenakan daya beli masyarakat yang kurang. Hal tersebut di
picu dengan daya tarik pasar Desa Gunung Rejo kurang dan ketersediaan apa
yang dibutuhkan masyarakat juga banyak yang tidak terpenuhi sehingga
masyarakat lebih memilih pasar lain. Oleh karenanya Pemerintah Desa
Gunung Rejo dapat melakukan inovasi pasar desa di Desa Gunung Rejo
seperti penambahan jumlah kios agar dapat menambah jenis penjualan,
sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa tersebut dapat

terpenuhi melalui pasar desa.

Selain itu juga peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak sekali
kekurangan sehingga peneliti berharap di kemudian hari ada peneliti lain
yang fokus penelitiannya mengenai hal yang sama mengenai pelaksanaan
prinsip good governance pada Desa Mandiri dan skripsi ini dapat menjadi

acuan peneliti selanjutnya.
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